
BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN OAERAH KABUPATEN OONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

BUPATI DONGGALA

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 (1) huruf
a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebiiakan
umum Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah,
keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar
Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam
Tahun Anggaran berjalan, maka dipandang perlu
melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaen 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Oaerah

Kabupalen Donggala tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2014;

Menimbang
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Mengingat : 1.

2.

Pasal 18 ayal (6) Perubahan Kedua Undang-Undang
Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UndangFundang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19gS tenlang pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 lentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang p€rubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988):

5. Undang--Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ):

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4.

t
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40. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

41. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200/. tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4400);

42. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20(N Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,1421);

43. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ropublik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomo|l2
Tahun 2008 l€ntang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844):

44. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inqonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

45. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Ma.ielis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5043) ;
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46. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20Og Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

47. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201l Nomor 82'

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523ali

48. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang

Pemirdahan lbu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari

Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Oonggala Kecamatan

Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 137, Tambahan L€mbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3780);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200!

Nomor 210, Tambahan Lsmbaran N€gara Republik

lndonesia Nomor 4028);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

H{-ara RepuOtit Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90'

tairbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) s€bagaimana telah diubah b€berapa kali' terakhir

dengan Peiaturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentlng eeruOatran Ketiga Alas Peraturan Pemerintah

Homoiz+ Tahun 2004 tentang K€dudukan Protokol€r dan

K"u"ng"n Pimpinan dan Anggota D€wan Perwakilan

iakyat- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 4712);
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51. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Nsgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502):

52. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

53. Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndoneia Nomor 4575);

54. Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang
Pengelolaan Keuangan Da€rah (Lembaran Negara
R€publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4578) ;

56. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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57. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerinlahan Daorah (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

58. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46'14):

59. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972r:

61. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuniansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Nogara Republik Indonesla Nomor 5165);

62. P€raturan Pom€rinlah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indon€sia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

63. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-Undangan;

64. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
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Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2007 Nomor 48);

65. Peraturan Daorah Kabupalen Donggala Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten Oonggala (Lembaran
Oaerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Donggala Nomor
3);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala
(Lembaran oaerah Kabupaten Donggala Tahun 2008
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daorah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Pen /akilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten

Donggala (Lembaran Dasrah Kabupaten Donggala Tahun

2010 Nomor 6);

67. Peraluran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pemb€ntukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Dasrah Kabupaten Donggala

Nomor 3 Tahun 2013 tenlang Perubahan Kedatas

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun

2008 ua tontang Psmbentukan Organisasi dan Taia Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Donggala (Lembaran Daetah Kabupaten

Donggala Tahun 2013 Nomor 3);
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68. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor.l2 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran
Daorah Kabupaten Donggala Tahun ZOO8 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan peraluran Daerah
Kabupalon Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentano
Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupatei
Donggala Nomor 12 Tahun 2O0B tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Ke4a Dinas-Dinas Oaerah Kabuoaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2013 Nomor 4);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupatan Donggala Tahun 2OOg
Nomo|l3);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggata tahun 2010 Nomor 2);

72. Peralwan Daerah Kabupaten Donggala Nomor g Tahun
2010 lentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tdlun
2010 Nomor g) sebagaimana t€lah diubah derEan
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor S Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor g Tahun Z01O tentang
Pemb€ntukan Organisasi dan Tata Ker.ia Lembaga Lain
Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Oonggata
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(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013
Nomor S):

73. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomo, S Tahun
2012 lentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten DonggalaTahun 2012 Nomor 5);

74. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO9
tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, penganggaran
dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan Laooran
Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuanqan
Partai Politik.

41. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201.1
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 3i
Tahun 201 1 tentang pedoman pemb€rian Hibah dan
Eanatuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Betanja Daerah (Berita Negara Relublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZT Tahun ZOlg
tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20i4, (Berita Negara
Nomor 890).
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'1.

2.

5.

4.

Dengan PeFetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan
BUPATI OONGGALA

MEIVIUTUS$N:

Meneiapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUAAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

Daerah adalah Kabupaten Donggala.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Da6rah Kabupaten Donggala.
Kepala Daerah adalah Bupali Oonggala yang s€lanjutnya disebut Bupati

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
p€rangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pongguna Anggaran/Pengguna
Barang,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selaniutnya disingkat APBD,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetuiui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari
penerimaan Pendapalan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lainlain Pendapatan
Daerah yang Sah.

7. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk
membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.

L BelanJa Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah b€lanja Pometintah Daerah
yang digunakan untuk m€nialankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan,

fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi €konomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehalan, fungsi pariwisata dan budaya,

fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi pedindungan sosial.
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9. Belania Pemerintah Daerah menurut ienis adalah belanja Pemerintah Daerah yang

digunakan unluk membiayai belania pegawai, belania barang, belanja modal,

subsidi, belania hibah, bantuan sosialdan belania lain-lain.

10. Belania Pegawai adalah bdanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk

membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada

pegawai Pemerintah Daerah, dan Peiabat Negara

11. Belania Barang adalah belanja Pemerinlah Daerah yang digunakan untuk

membiayai pemebelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi

barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan

pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau diiual kepada

masyarakat, setla belanja peialanan.

12. Belanja Modal adalah belanja Pemerinlah Daerah yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang berluiuan

untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.

14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana

bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud

daLm Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

anlara P€meriniah Pusat dan Pemerintah Daerah'

15. Dana Bagi Hasil, yang selaniutnya disingkat DBH, adalah dana yang dialokasikan

kepada daerah berdasarkan angka p€rsentase tertentu untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan des€ntralisasi, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anataE

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

10. Dana Alokasi Umum, selaniutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan

kepada daerah b€rdasarkan angka persentase iertenlu uniuk mendanai kebutuhan

daerah dengan tuiuan pemerataan kemampuan keuangan anlar daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimakstd dalam Undang-

UnJang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

PemerintahanPusatdanPemerintahanDaerah,dihitungdariPendapatanDa|am
N€eri (PDN) neto.

17. Dana Alokasi Khusus, yang selaniutnya disingkat DAK' adalah dana yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas



nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
lentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Keuangan anlara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

18. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam
rangka melaksanakan kebijakan terlentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan

perundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari kementerian
Pendidikan Nasional ke Transper ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan

Baluan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian lnfrastruklur Daerah.

19. Bantuan Operasional Sekolah, yang selaniutnya disingkat BOS, adalah dana yang

digunakan lerutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar

seb€gai pelaksana program wajib belaiar, dan dapal dimungkinkan untuk mendanai

beb€rapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

20. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis panerimaan Pembiayan yang

diggunakan untuk menutup detisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan
pengeluaran pembiayaan.

21. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selaniutnya disingkat SILPA, adalah

s€lisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit

anggaran yang terjadi.
22. Psryedaan Modal Oaerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau

penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk di,adikan s€bagai modal

BUMD dan/atau perseroan lerbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2014 semula

berjumlah Rp. 825.781.602.000,00,- bertambah sejumlah Rp. 40.759.097.652'73,-

sehingga menjadi
berikut :

1. Pendapatan Daerah

Rp. 866.540.699.652,73- denganrincian sebagai

a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)

Jumlah pendapalan setelah perubahan

2. B€lanja
a. Semula

Rp. 825.781.602.000,00
Ro. 40.759.097,652.73
Rp. 866.540.699.652,73

Rp. 845.240.563.000,00
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Perubahan
Rp.

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 46.050.608.000,00

b. Bedambah /(berkurang)
Jumlah belanja setelah perubahan
Defisit setelah perubahan

Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan selelah perubaha

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluran pembiayaan setelah perubahan

Jumlah pembiayaan n€to setelah perubahan
Sisa lebih p€mbiayaan anggaran setelah

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

2) Bertambah/(berkurang) Ro. j 1.295.647.6g2.23
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 57.U6.255.652.73
b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 661.993.969.000,00
2) Be*urang(berkurang) Ro. 3.643.337.000.00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Ro. 65.208.170.903.24
Rp. 910.448.733.903.24

(Rp. 43.908.034.250,51)

Rp. 23.822.797.000,00
Ro. 24.449.073.250.S1

Rp. 48.271.870.250,s1

Rp. 4.363.836.000,00
Ro. 0.00

Rp. 4.363.836.000.00
Rp. 43.908.034.250,51

0,00

Rp. 665.637.305.000,00

Rp. 117.737.026.000,00
Ro. 25.320.113.000.00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 143.057.139.000
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis p€ndapalan :

a. Pajak daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Pp. 22.995.456.000,00

b. Retribusi Oaerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah reiribusi daerah setelah perubahan Rp. 16.'108.712.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

set€lah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula
2) Bsrtambah/(berkurang)

Rp. 18.866.758.000.00
Ro. 4.128.698.000.00

RD.'16.389.300.000.00
Rp. (280.588.000.00)

Rp. 1.363.836.000
Rp. 0.00

Rp. 1.363.836.000,00

Rp. 9.430.714.000,00
P'o. 7.947 .537.652.73

RD, 21 .7 17 .128 .0O0 .00
Ro. 3.643.337.000.00

RD. 573.670.220.000.00
Ro 0.00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Jumlah lain-lain pendapatan aslidaerah setelah psrubaha

. 'Rp. 17 .378.251.652,73
' (3) Dana Psrimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b terdiri darijenis

pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil PajaUBagi Hasil Bukan Pa,ak
1) Semula
2) Berkurang/(berkurang)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 25.360.465.000,00

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula
2) B€rtambah/(berkurang)
Jumlah dana alokasi umum selelah perubahan

Rp. 573.670.220.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 66.606.620.000,00

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah dana alokasi khusus setelah oerubahan

eq

Rp. 66.606.620.000,00



(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan

b. Dana Darurat
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 3.906.472.000,00
Ro. 00.00

Rp. 3.906.472.000,00

Rp. 0,00
Rp. 0.00

0,00

20.987.321.000,00
0-00

Rp. 20.987.321.000,00

Rp. 84.043.233.000,00
Ro. 20.482.887.000.00

Rp. 8.800.000.000,00
Ro. 4.837.226.000.00

Ro. 448.373.455.000.00
Rp. 11.150.210.903.24

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.
c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi

Dana Pen!€suaian dan Otonomi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/berkurang

1) Semula
2) Bertam bah/(berkurang )

1) Semula
2) Bertambah/berkurang
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

b. Bdanja Langsung

'1) Semula
2) Bertambah(berkurang)
Jumlah dana bagi hasil paiak dari propinsi setelah perubahan

Rp.
Ro.

Jumlah dana pen)€suaian dan otonomi khusus setelah qerubahan
Rp. 104.526.120.000,00

Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintahan daerah lainnya

(1)

Jumlah bantuan kauangan dari propinsi atau dari pemerintah da€rah lainnya

setelah oerubahan Rp. 13.637.226.000,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Ti<lak Langsung
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'1 ) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 450.895.068.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

ienis belania :

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) B€rtambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

b. Belania Bunga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belania subsidi
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja slbsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belan a Hibah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan

e. Belania bantuan sosial
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. . 7.408.702.000'00

f. Belanja bagi hasil
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bagihasil setelah p€rubahan

g. Belania bantuan keuangan

1) Semula
2) B€rtambah(berkurang)

RD. 396.867.'108.000.0o
Ro. 54.057.960.000,00

Rp. 401.803.437.000,00
Ro. 3.886.303.903.24
Rp. 405.689.740.903,24

Rp. 0,00

Ro. 0.00

Rp. 0,00

Ro. 0.00

Rp. 14.8$.710.000,00
Rp. 1.407.000.000.00
Rp. 16.261.7'10.000,00

Rp. 6.130.300.000,00
Ro. 1.278.402.000.00

Rp. 1.500.000.000,00
Ro. 0.00

Rp. 1.500.000.000,00

Rp. 585.008.000,00
Ro. 2.578.505.000.00

Jumlah belanja bantuan keuangan selelah Perubahan
RP. 25.163.513.000'00
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Jumlah belanja tidak terduga seielah perubahan Rp. 3.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belania :

a. Behnja pegawai

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

b. Belanja barang dan.jasa
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja barang dan iasa setelah perubahan

Rp 209.291.298.000,00

Rp. 183.142.612.000,00
Ro. 16.712.'156.000.00
Rp. 199.854.768.000,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 48.271.870.250,51

Rp. 4.363.836.000,00

Ro. 00.00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
RP. 4.363.836.000'00

(2\ Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. S|LPA tahun snggaran sebelumnya.

h. Belania tidak terduga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

c. Belania modal

1) semula
2) Bertambah(be*urang)
Jurnlah b€lanja modal satelah perubahan

b.P€ngeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Ro. 1.500.000.000.00
Rp. 2.000.000.000.00

Rp. 39.076.462.000,00
Ro. 2.702.540.000.00
Rp. 41.779.002.000,00

Rp. 174.648.034.000,00
Rp. 34.&3.281.000.00

Rp. 23.822.797.O00,0O

Rp. 24.449.073.250.51
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1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp, 23.822.797.000,00
Rp. 24.449.073.250.51

Rp. 0,00
Rp. 0.00

0,00

0,00
0.00

Jumlah S|LPA tahun anggaran sebelumn)ra setelah perubahan

Rp. 48.271.870.250,51
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -

1) Semula

. 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp.
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1) Semula
2) Bertambah/(b€rkurang)

Rp.

Ro.
Jumlah hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan-
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah.
1) Semula Rp. 0,00

- 2) Bertambah(berkurang) Rp. 0.00
' Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan

Ro. 0.00

- e. Penerimaan kembali pemberian piniaman.- 1) Semula Rp. O,0o

2) Bertambah(berkurang) Ro. 0.00
Jumlah p€nerimaan kembali pemberian pinjaman-

setelah perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah(berkurang) Ro. 0.00

Jumlah p€nerimaan piutang da€rah selelah perubahan

Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ienis

pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan.
1) Semula RP. 0,00

2) Bedambalv(berkurang) Ro. 0.00

Jumlah p€mbentd(an dana cadangan selelah perubahan

4Z

Rp. 0,00



b. Penyedaan modal (investasi) pemeriniah daerah.
'I ) Semula RP. 4.363.836.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Ro. 0'00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan

Rp. 4.363.836.000,00

c. Pembayaran pokok ulang.

1) semula RP. 0'00

2) BeGmbah/(berkurang) Ro. 0.00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah

oerubahan RP. 0'00

d. Pemberian pinjaman daerah.
1) Semula RP. 0'00

2) Bertambah(berkurang) Ro. 0.00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan
Rp. 0,00

e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga

1) Semula RP 0,00

2) Bertambah/(berkurang) RD. 0'00

Jumlah p€mbalaran hutang pihak ketiga setelah p€rubahan
0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran PendaPatan dan Belania Daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraluran Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran ll Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran lll Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belania dan

Pembiayaan;

4. Lamoiran lV Rekapitulasi Perubahan Belania menurut Urusan Pemerinlahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rp.

I



5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

- Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran Vl Dafiar Perubahan Jumlah Pegawai Pet

Golongan dan Per Jabatan;

7. Lamoiran Vll Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

. belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini:

8. Lampiran Vlll Daftar Piniaman Daerah dan Obligasi Da€rah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belania Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 8

, Peraturan Daerah ini mulai b€rlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiaP orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah ini

- dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

DitetaPkan di Donggala

Pada tanggal 27 Agustus 2014
BUPATT DONGGALA

ttd

KASMAN LASSA
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